ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Keberadaan Daerah Otonomi Khusus Papua Dalam
Perspetif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 Dan Figih Siyasah” ini ditulis oleh
Nur Ardila, NIM. 12103193022, Prodi Hukum Tata Negara (HTN), Universitas
Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah, dibimbing oleh Abd. Khair Wattimena,
M.H.
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Studi ini dilatarbelakangi dengan munculnya Banyaknya konflik yang
terjadi di Papua sudah menimbulkan kerugian dan keterpurukan yang begitu besar.
Maka dari pemerintah wajib menemukan upaya penuntasan permasalahan dalam
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dari wujudnya sebuah kesenjangan
dengan daerah lainnya, peningkatan taraf hidup penduduk, penghormatan dan
perlindungan langsung terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang butuh
diselesaikan. Sehingga diperlukannya upaya dan strategi integrasi nasional yang
bisa dilakukan dalam kebijakan otonomi khusus di Papua.

Pertanyaan studi dari studi ini yaitu: 1) Bagaimana keberadaan daerah
otonomi khusus di Papua? 2) Bagaimana otonomi khusus Papua dalam Perspektif
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? 3) Bagaimana otonomi khusus
Papua dalam Perspektif Dari Fikih Siyasah? Dengan capaian studi di bawah ini: 1)
Untuk mengetahui keberadaan daerah otonomi khusus Papua 2) Untuk mengetahui
otonomi khusus dalam Perspektif Pancasila dan Undang- Undang Dasar Tahun
1945 3) Untuk memahami bagaimana otonomi khusus Papua dalam Perspektif Fikih
Siyasah.

Metode yang diterapkan melalui studi ini yakni metode normatif. Metode
normatif hanya menggunakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan
hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, kontrak atau
perjanjian, dan teori hukum. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan
menggunakan pendekatan penelitian berupa a) Pendekatan Perundang-undangan,
b) Pendekatan komparatif, c) Pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang
digunakan yaitu studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan: 1) Banyaknya konflik-konflik yang
terjadi di Papua sudah banyak menimbulkan kerugian dan keterpurukan yang begitu
besar bagi penduduk di Papua. Maka pemerintah wajib untuk menemukan upaya
penuntasan permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dari wujudnya
kesenjangan dengan daerah lainnya, peningkatan taraf hidup penduduk,
penghormatan dan perlindungan dengan langsung terhadap Hak Asasi Manusia
(HAM) yang harus terselesaikan. Upaya pelibatan masyarakat dalam kebijakan
otonomi khusus sangatlah diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi. 2) Otonomi khusus di provinsi Papua dalam perspektif pancasila dan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kebijakan otonomi khusus di Papua
menjadi satu diantara ranah bentuk dari wujudnya desentralisasi asimetris yang
dirancang untuk mengakomodasikan kekhususan wilayah di provinsi Papua. Namun
kebijakan desentralisasi asimetris tersebut sudah mengalami berbagai tantangan
menjadikan mengakibatkan ketidaksesuaian dengan yang di ekspektasikan. Maka
dibutuhkannya revisi dan evaluasi kebijakan otonomi khusus. 3) Otonomi khusus di
Papua dalam perspektif Figih Siyasah menekankan pada prinsip keadilan dan
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kemaslahatan masyarakat. Pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU
Otsus) memiliki tujuan untuk memberikan kekuasaan kepada masyarakat di Papua
dalam mengatur daerahnya sesuai dengan nilai-nilai syura dan kemaslahatan.
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ABSTRACT

Thesis with the title “The Existence of the Papua Special Autonomous
Region from the Perspektive of Pancasila, the 1945 Constitusion and Political
Jurisprudence” was written by Nur Ardila, NIM. 12103193022, Constitutional Law
Study Program (HTN), Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University,
supervised by Abd Khair Wattimena, M.H.

Keywords: Special Autonomy, Papua, Pancasila and the 1945 Constitution

This research is motivated by the existence of the special autonomous region
for Papua, then the emergence of the Papuan problem and efforts to reduce social
disparities in society, with the aim of improving the welfare of the Papuan people,
protecting and respecting human rights, granting the rights of the Papuan people
and also fulfilling a sense of justice.

The research questions addressed in this study are: 1) What is the nature of
the special autonomy region in Papua? 2) How is Papua's special autonomy viewed
from the perspective of Pancasila and the 1945 Constitution? 3) How is Papua's
special autonomy viewed from the perspective of Figh Siyasah (Islamic political
jurisprudence)? The study aims to: 1) Understand the nature of Papua's special
autonomy region; 2) Understand special autonomy from the perspective of
Pancasila and the 1945 Constitution; and 3) Understand Papua's special autonomy
from the perspective of Figh Siyasah.

This study employs a normative approach. The normative approach relies
on a document-based study utilizing legal sources such as state regulations, decrees,
contracts or agreements, and legal concepts. The study is descriptive in nature and
applies methodologies including: a) the state law method, and b) the case method.
Data collection was conducted through document analysis.

The study's findings indicate: 1) The role of regional leadership is crucial in
reducing social inequality and improving the welfare of the Papuan people. 2) The
status of Pancasila as the foundation of the state is reaffirmed in Article 2 of Law
Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, which establishes
Pancasila as the source of all sources of state law. 3) From the perspective of Figh
Siyasah, Papua'’s special autonomy prioritizes the principles of justice and the public
interest (maslahah). Key aspects of special autonomy within the Figh Siyasah
framework include special authority, recognition of customary rights, welfare and
justice, asymmetric decentralization, and the necessity for special regulatory
arrangements.
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